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Abstrak:

Penulis melihat maraknya poligami yang dilakukan oleh seseorang bahkan
para tokoh panutan di Indonesia, sehingga rasa hawatir yang ada dalam benak
penulis perbuatan tersebut akan diikuti orang awam yang tidak tahu bentuk
hukum dalam pelaksanannya. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk
menganalis hukum poligami dipandang dari hukum Islam dan hukum positi di
Indonesia. Hasilnya, dalam Islam, hukum poligami secara garis besar dapat
dibagi dalam tiga 3 kelompok, yaitu: Perfama, mereka yang membolehkan
poligami secara mutlak. Kedua, mereka yang melarang poligami secara mutlak.
Ketiga, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam
kondisi-kondisi tertentu. undang-undang hukum positif yang berlaku di
Indonesia tidak jauh berbeda dengan hukum Islam, karena mayoritas di
Indonesia berpenduduk muslim. Namun, memiliki syarat yang sangat berat
sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
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A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur segala urusan kehidupan, termasuk
kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi
kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat.
Dari sebuah rumah tangga, segala persoalan kehidupan manusia timbul
Merupakan kehendak Allah untuk memulai adanya kehidupan manusia di atas
bumi melalui suatu keluarga. Salah satu perhatian Islam terhadap keluarga adalah
diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andaikata aturan
ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya
pertentangan dan pertikaian, kehidupan keluarga akan berjalan damai.
Kedamaian ini tidak saja dapat dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan,
tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitar.'

Allah tidak akan melarang sesuatu yang diperlukan dalam keadaan
terpaksa, atau yang menarik kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun
kemaslahatan khusus. Allah tidak akan melarang sesuatu yang merupakan
kebutuhan alamiah manusia dengan suatu yang akan memberikan
kesempurnaan akhlak. Islam sebagaimana yang diturunkan dari sisi Allah,
tentu tidak akan melarang suatu yang akan merugikan wanita, keluarga dan
masyarakat. Justru Islam ingin melindungi kaum wanita, keluarga, masyarakat
dari segala keburukan dan ketersia-siaan.’

Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk
mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam
masyarakat yang melakukan poligami. Poligami adalah sistem yang cukup
dominan sebelum datangnya Islam, kemudian datanglah Islam dengan
membolehkan poligami ketika poligami itu dijadikan sebagai sistem yang sangat
kuat di dalam kehidupan masyarakat Arab yang merupakan konsekuensi dari

tabiat biologis dan realita sosial mereka.’

! Abdutawwab Haikal ( 1993), Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW Poligami dalam
Islam vs Monogami Barat, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, cet. 1, him. 6

> Ibid., hl.m. 57

* Karam Hilmi Farhat (2007), Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani, dan Yahudi,
Darul Haq, Jakarta, him. 20.
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Perdebatan seputar poligami yang selama ini terjadi, telah menyita
perhatian umat Islam, karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam
bahkan sunah nabi. Secara historis praktek poligami sudah ada semenjak zaman
pra- Islam. Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat
Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri sebelum Islam,
masyarakat telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami yang tidak
terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku
ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku
mempunyai isteri sampai ratusan.’

Hampir semua agama mengakui keberadaan poligami, karena poligami
sudah dikenal oleh banyak kelompok masyarakat tertentu yang terdiri dari
bangsa-bangsa, bahkan agama katolikpun sebelum adanya konsili Vatikan,
masyarkat Roma kuno menganut poligami, dan beberapa aturan bagi
perempuan diantaranya, perempuan harus di bawah penjagaan dan perwalian
laki-laki selama hidupnya, serta tidak memiliki hak kepemilikan terhadap
harta. Munculnya tradisi monogami di Roma merupakan salah satu dampak dari
peralihan system negara yang menjadi Republik, perubahan tersebut juga
berdampak pada aturan yang mengurus tentang hak dan tanggungjawab
perempuan, diantaranya perempuan aristrokat yang memiliki hak untuk
mengajukan bercerai, perempuan Roma juga berhak atas kepemilikan hartanya
sendiri termasuk juga warisan”.

Di Indonesia sendiri, saat ini banyak yang mempraktekan poligami,
bahkan salah satu anggota DPR RI secara terang-tenrangan memproklamirkan
poligami dengan cara mempublikasikan tiga orag isterinya. Oleh karena itu,
penulis tertarik untuk membahas hukum poligami dalam perspektif hukum Islam

dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

* Siti Musdah Mulia (2007), Islam Menggugat Poligami, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, hlm. 45

’ Iswanti (2003), Menimbang Perkawinan Monogami Dalam Agama Katolik, Jurnal
Perempuan edisi 31 tahun, Jakarta, him. 49
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A. DEFINISI POLIGAMI

Poligami berasal dari Bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata
poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang berarti kawin
atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu
perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini dapat diketahui bahwa
poligami adalah perkawinan banyak’.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Ikatan
petkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya
dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni
“sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa
wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana
seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki'.

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu,
dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun
ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau
bahkan lebih dari sembilan isteri’. Term poligami ini sebenarnya mempunyai
makna umum, yaitu memiliki dua orang isteri atau lebih dalam waktu yang
bersamaan. Adapun kebalikan dari perkawinan ini adalah monogami yakni
seorang suami hanya memiliki satu orang isteri.”

Dalam Islam, poligami mempunyai arti memiliki isteri lebih dari satu,
dengan batasan umum yang telah ditentukan dalam al-Quran dengan empat
isteri sebagai batasan maksimal meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu,
perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran tentang

ayat yang menyatakan boleh berpoligami.'’

% Labib MZ. (1986), Pembelaan Ummat muhammad, Bintang Pelajar, Surabaya, hlm. 15.

7 Departemen Pendidikan Nasional (2008), Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1089.

¥ Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat An-
Nisd’(4): 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Lihat Khoiruddin Nasution (1996), Riba &
Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Pustaka Pelajar, Y ogyakarta, him. 84

? Bibit Suprapto (1999), Liku-Liku Poligami, Pustaka Al-Kausar, Yogyakarta, Cet. Ke-1,
hlm, 71.

' Hartono Ahmad Jaiz (2007), Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan,
Pustaka Al-Kaustar, Jakarta, cet. Ke-1, hlm. 119.
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Opini masyarakat Islam mengenai kebolehan berpoligami yaitu anggapan
jumlah perempuan yang semakin bertambah dibandingkan dengan jumlah laki-
laki yang ada, tersebutkan dalam jumlah rasio 1:3. Dengan alasan tersebut para
ulama berpendapat bahwa tujuan ideal dalam Islam dalam perkawinan adalah
monogami. Tetang konsep poligami yang jelas-jelas tertulis dalam ayat al-Quran
itu, menurut sebagian meraka adalah hanya karena tuntutan zaman ketika masa
nabi, yang pada saat itu banyak anak yatim atau janda yang ditinggal bapak atau
suaminya. Sedangkan sebagian pendapat yang lain menyatakan bahwa
kebolehan berpoligami hanyalah ketika darurat atau kondisi terpaksa. Karena
tujuan agama adalah memberikan kesejahteraan bagi pemeluknya. Sebaliknya,
agama mencegah adanya darurat atau kesusahan. Darurat dikerjakan jika sangat
terpaksa'’.

Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak
(suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang
bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan

bersifat poligami.

B. POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM
1. Dasar Hukum
Dasar hukum mengenai poligami adalah QS. An-Nisa’ ayat 1-3:
| sland VT i8a 6 2l &y i oLl Ge &1 Gl e 154806
(3 + slall) | sad T 331 Gl 2&03 SR s 5 aal 58
“maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
Kemudian jika fkamn taknt tidak akan dapat berlakn adil, maka (kawinilah)

seorang saja, atan budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih
dekeat kepada tidak berbuat aniaya’. (QS. Al- Nisa': 3)"

" Ibid. hlm. 117.
12 Departemen Agama RI (1996), Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, CV. Toha
Putra Semarang, Semarang, hlm. 61.
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a. Sebab Turunnya Ayat:
Sebab turunnya ayat ini disebutkan dalam kitab al-jami’ al-shahih
karangan Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Juz 3, Bab

tafsir ayat an-Nisa’, nomor hadis 4573, yaitu:

Gl 8w G oo plin Ul guse 0 a) ) UWas
Gl My ol 1 e Al iy Adile e anl e By e (p pLia
&l G als ade LeSuan OS5 B2 Ll G185 LeaSid daghy 4
asmal | el (&) skl ¥ ) Qi8a () 5} 4 338 D dds

Ale iy 3aal Gl a4, 5 Gl J

Artimya : Dari Siti ‘Aisyah ra. : Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang
memiliki/merawat anak yatim, lalu dia menikahinya dan anak yatim itu
memiliki harta/segugusan yang ditahan oleh walinya itu, sedang anak
yatim itu kemudian tidak memiliki apa-apa lagi. Maka turunlah ayat

“Calinll (8 ) shaudi Y (o iad o) 92 13

Dalam hadits lain juga disebutkan sebagai berikut :

O e G dms Gp ) ) Wiaa A 2 G el e Uiaa
dsile Jlual oudl cpsse Gl JB Cled ol ge glaS
Ll | f el b shadi Y of w5 ) et A O e
danngy alle (84S, Ly aa (B 0S5 Al ola sl o
lelaa (8 lady o i e 3 O Lels 28 Lellen s Lella
by O V) a5 ) e 156 0 e Lphany Le Jia Lgphand
s Le 1 5niy (o 15 el laall i g el g sl 5 )
| st Galdl) o) s Adile QU 5550 JB | 08 slasill (g pgd
ol ity ) 4 5 Y1 03t b gade ) Lo ) Jpm
O Sis Y AT A & s d Jg8 5 ddile | (oLl
Jul AL 0585 cpm aladly G pSanl Bty | { p eSS ¢
b Allen g alle i ) ) Cae - gy of - | sgs il Jleal
JU) O 813 Gele pgtie ) dal (e andly V) el ol

Jleall

13 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari (tt), al-Jami’ al-Shahih, Dar al-Fikr,
Baerut, juz. 3 him. 212.
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Artinya : Dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang
firmannya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).”
wAisyah berkata, “Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam
perawatan walinya, yang hartanya bergabung dengan dengan harta
walinya, lalu walinya  tertarik terhadap kecantikan dan hartanya.
Kemudian walinya ingin  mengawininya tanpa betlaku adil dalam
maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan
kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka tetlarang, kecuali jika dia
berlaku adil kepada mereka dalam  menyempurnakan maharnya, lalu
mereka disuruh untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi para lelaki
selain wanita-wanita itu.”

Setelah ayat ini, para sahabat minta fatwa kepada Rasulullah,

maka Allah menurunkan ayat, “Dan mereka minta fatwa kepadamu
tentang para wanita. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu
tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada mereka al-Quran. (an-
Nisa’ : 127)"

Dari Mugqatil bin Hayyan, bahwasanya seorang pemuda dari
Ghatafan bernama Martsad bin Zaid menjadi wali harta keponakannya
yang secorang yatim, lalu dia memakan harta itu, kemudian Allah
menurunkan, “sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak
yatim secara dlalim”. (an-Nisa:10)"

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa sebab turunnya surat al-
Nisa’ ayat 3 ini mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah
asuhan walinya. Hingga suatu saat sang wali tersebut terpikat dengan
kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut, lalu berencana untuk
menikahinya tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut. Lalu

turunlah ayat surat al-Nisa’ ayat 3.

b. Munasabah Ayat

Avyat ini masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu
al-nisa’ ayat 2, yang menejelaskan tentang kewajiban memberikan harta
anak yatim jika dia sudah dewasa dan larangan memakan atau

menggunakan hartanya dengan cara yang tidak sah. Pada ayat 3 ini lalu

'* Ali as-Sabuni, Safwatut tafasir., 591
" Ibid. 592
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dijelaskan secara spesifik bahwa jika seorang wali merasa tidak mampu
berbuat adil andaikan dia menikahi anak yatim yang berada dibawah
asuhannya, maka lebih baik dia menikahi wanita lain selain anak yatim
tersebut.

Muhammad ‘Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa letak munasabah
dalam penyebutan anak yatim dan menikahi perempuan adalah bahwa
kedua-duanya sama-sama dalam keadaan lemah, dan juga karena
keduanya berada dibawah lindungan walinya. Oleh karena itu Allah
melarang menikahi keduanya jika tidak bisa berlaku adil.

c. Tafsir Ayat:

Allah memulai surat an-nisa’ dengan memanggil manusia
seluruhnya dan mengajak beribadah kepada Allah semata, dengan tidak
menyekutukannya supaya mereka memperhatikkan kekuasaan-Nya dan
keesan-Nya dalam hal menciptakan. Allah berfirman, “Hai sekalian
manusia, bertakwalah kepada tubanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang
diri” Bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kamu sekalian dari
asal yang satu, yaitu dari Adam as. Dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya, dari diri yang satu (Adam), Allah menciptakan
pasangannya yaitu hawa.'’

Dan pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak dari Adam dan Hawa, Allah mengembangkan
dan menyebarkan manusia (laki-laki dan perempuan). Sehingga sampai
sekarang perjalanan kehidupan manusia tetap berlangsung disebabkan
adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut, coba kita
pikirkan apa yang akan terjadi seandainya Allah hanya menjadikan Adam
as saja pada waktu itu.

Oleh karena itu, Allah mengatur perjalanan manusia (laki-laki dan
perempuan) dengan perkawinan untuk menjaga keberlangsungan hidup
di dunia ini. Namun dalam perakteknya, banyak laki-laki yang kawin lebih

dari satu yang disebut poligami, dengan alasan karena dalam agama

' Ibid. 592
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diperbolehkan. Alasan yang seperti itulah yang membuat peneliti
melakukan wawancara dengan beberapa kyai di kabupaten Bangkalan
yang salah satu pembehasannya mengenai penafsiran ayat 3 dalam surat
an-Nisa’.

Berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besar
bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan Ummat Islam secara keseluruhan.
Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak, tunduknya
pandangan (ghaddul bashar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang
banyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan
para isteri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab
keburukan dan penyimpangan. Tetapi orang yang tidak mampu
berpoligami dan takut kalau tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya
cukup kawin dengan satu isteri saja, karena Allah berfirman: “Kewudian
Jika kamn takut tidak akan dapat berlakn adil, maka (kawinilah) seorang saja’.
(An-Nisa : 3).

Ayat tersebut juga menjelaskan pada bolehnya berpoligami
dengan syarat adil. Seandainya kalian tidak dapat berlaku adil atau tidak
dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kalian
menikahinya, maka janganlah kalian menikahinya dengan tujuan
menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain.
Dan kalian pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga
atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan isteri-isteri kamu
itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah,
perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya.

Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.
Tetapi apabila kamu tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka
cukuplah kamu menikah dengan seorang saja. Sebelum turun ayat ini
poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum
Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai empat
orang.

Poligami merupakan sebuah rukshah (keringanan) yang bersyarat,

yaitu mampu berbuat adil. Jika khawatir tidak sanggup berbuat adil, maka



94| Al-Ibrah | Vol. 4 No. 2 Desember 2019

cukup satu isteri saja. Alasan islam memperbolehkan rukshah ini, karena
Islam merupakan agama yang selalu melihat realita dan kebutuhan
masyarakat, dan senantiasa menjaga ahlak dan kebaikan masyarakat.
Poligami adalah solusi dari suatu problem masyarakat, seperti perzinahan

dan lain-lain.

2. Pendapat Ulama Tentang Poligami

Menurut jumhurul ulama’, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh
Ali Al-Shabuni, ayat tersebut hanya menuturkan kemubahan (kebolehan)
saja, bukan merupakan suatu kewajiban. Hal serupa juga ditemui dalam ayat
yang menyatakan tentang makan dan minum, seperti “Kuluu wasyrabun’."’

Menurut Yusuf Al-Qordhawi bahwa poligami tidaklah wajib atau
sunah melainkan makruh, dan bagi laki-laki yang tidak mampu secara
eckonomi dan tidak bisa berlaku adil maka hukumnya menjadi haram.
Namun, dengan pertimbangan individu dan sosial secara umum hukum
poligami adalah mubah (boleh)."

Sementara menurut Wahbah Al-Zuhaily berpendapat, poligami terkait
dengan syarat dan kondisi tertentu, sebab umum dan khusus. Sebab umum
adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan, dan ini
beraspek sosial spiritual atau kesempatan bagi perempuan untuk menikah
dan mengihindarkannya dari penyimpangan, penyakit berbahaya seperti aids
atau untuk kepentingan dakwah dan sebagainya. Sementara sebab khusus
adalah isteri mandul atau sakit, suami membenci isterinya sementara
perceraian makruh serta syahwat orang laki-laki lebih besar dari pada
perempuan.'’

Menurut Muhammad Abduh, bahwa asas pernikahan dalam Islam

adalah monogami bukan poligami. Poligami diharamkan karena

' Ali Al-Shobuni (tth), Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran, Juz. 1, hlm. 192

" Yusuf Al-Qordhawi (ttn), Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Quran dan Sunah, Dalam
Muhammad Hafiz, Pelaksanaan Pilogami dalam Pandangan Muhammad Sahrour (Tesis), hlm.
26.

" Wahbah Al-Zubhaily (tth), AI-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 162
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menimbulkan dharar seperti konflik antar isteri atau antar keluarga, dan
hanya dibolehkan dalam kondisi darurat saja.”

Dan Sayyid Qutub berpendapat bahwa poligami merupakan rukhsah,
ini sesuai dengan realitas fitrah dan kehidupan dan dapat menjaga masyarakat
dari kecendrungan untuk lepas kendali atau hidup dalam kejenuhan,
melindungi isteri dari penganiayaan dan kedhaliman, melindungi kehormatan
dan harga diri wanita dari kehinaan karena tidak adanya perlindungan dan
kehati-hatian yang menjamin keadilan didalam menghadapi tuntutan
kebutuhan yang vital. Apanila ada seseorang melakukan penyimpangan di
dalam menggunakan rukhsah ini dengan menjadikannya sebagai kesempatan
untuk menjadikan kehidupan suami dan isteri sebagai panggung kesenangan
hidup dengan berpindah dari satu isteri ke isteri yang lain, sebagaiman halnya
orang yang mengganti-ganti kekasih, maka untuk poligami dan motivasi
seperti ini sama sekali bukan dari ajaran agama Islam, bahkan tidak
mengimplementasikan ajaran Islam sama sekali.”

Menurut Rasyid Ridha mengatakan sebagaimana dikutip oleh
Masyfuk Zuhdi* Sebagai berikut :

“Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau
mudarrat dari pada manfaanya, karena manusia itu menurut
fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.
Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika
hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian
poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan
keluarga, baik konflik antara suami dengan beberapa isteri dan
anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antar isteri-isterinya,
atau beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu, hukum asal
dalam pernikahan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan
monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri
hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang
monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis,
orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan
cemburu, iri hati atau dengki, dan suka mengeluh dalam kadar
tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat
pula membahayakan keutuhan dalam keluarga”.

%% Rasyid Ridha (tth), Tafsir Al-Manar, Juz 4, hlm. 346.

! Sayyi Qutub (1992), Tafsir fi Dzilail Quran, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 118.

2 Masyfuk Zuhdi (1988), Masail Al-Fighiyah : Kapita Selekta Hukum Islam, PT. Gita
Karya, Jakarta, Cet. Ke-1, hIm. 12
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Menurut M. Quraish Shihab, poligami sama sekali bukan sunah.
Aggapan bahwa poligami itu sunah berakar dari kekeliruan dalam memahami
ayat dan sunah nabi. Surat al-Nisa’ ayat 3 sama sekali bukan anjuran apalagi
perintah poligami. Tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami.
Poligami dalam ayat itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh
siapa saja yang sangat membutuh dan dengan hasrat yang tidak ringan.”

Berkaitan dengan kata amar yang terdapat dalam ayat ini, semua ahli
hukum sepakat bahwa tidak semua perintah dalam Al-Quran menunjukkan
keawiban, sebagaimana dijelaskan dalam beberpa kaidah ushul figih. Kata
perintah yang ada dalam Al-Quran indikasinya ada yang menunjukkan wajib,
seperti perintah untuk mrndirikan shalat 5 waktu, sunah seperti perintah
tahajjut, dan mubah seperti perintah makan dan minum. Dalam kaitannya
dengan ayat ini, kata “nikahilal’’ menunjukkan hukum boleh tapi itupun
dengan syarat yang berat.

Walaupun nabi dalam 8 tahun terakhir hayatnya hidup berpoligami,
tidak lantas mengindikasikan bahwa poligami itu hukumnya sunah karena
tidak semua apa yang dilakukan nabi itu harus diteladani oleh kita, karena
tidak semua yang wajib atau yang telarang bagi beliau harus wajib atau
terlarang juga bagi umatnya karena memang ada pekerjaan yang khusus
kepada nabi dan tidak kepada umanya. Diantaranya beliau wajib bangun
malam dan tidak boleh menerima zakat, bukankah tidak batal wudhu’ beliau
bila tertidur.

Dalam pandangan fiqih, poligami yang di dalam kitab-kitab figih
disebut dengan “ta’addud al-zaujaa?’ yang artinya bartambahnya jumlah isteri.

Dengan demikian #a’'addnd al-zanjaat berarti dapat dikatakan perkawinan yang
tidak terbatas dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya hal seperti tersebut
sudah tidak lagi menjadi persoalan. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama
sepakat tantang kebolehan poligami, namun dengan persyaratan yang

bermacam-macam.

B M. Quraish Shihab (2000), tafsir al-Misbah, Lentera Insani, Jakarta, hlm. 582
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Dalama Islam #a'addud al-zanjaat mempunyai isteri lebih dari satu,
dengan batasan umum yang telah ditentukan di dalam al-Quran surat an-
Nisaa’ 3 yang menjelaskan empat untuk jumlah isteri. Namun terdapat

perbedaan yang disebabkan karena penafsiran tentang ayat tersebut, yakni :
i sl (e a8 Ol L 1ASHE el 8 ) glanis W) QA )
Vi A3 Al 2K ERTa 5l Baal s ) 5laas W1 A B8 £y

(3 + sLuall) |l ga3
“Dan jika kamn takut tidak akan dapat berlakn adil terbadap (hak-hak) perempnan

yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu taknt tidak akan dapat
berlakn adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Al-
Nisa': 3)*

Maksud dari kata dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Ulama ahli
bahasa sepakat, bahwa kalimat-kalimat itu adalah kalimat hitungan, yang
masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut itu. matsna berarti: dua,
dua; fsulasa berarti: tida, tiga; ruba’ berarti: empat-empat. Jadi maksud dari ayat
di atas adalah kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai sesukamu
dua-dua, tiga-tiga, empat-empat.

Zamakhsari berkata: perkataan orang ini ditunjukkan kepada orang
banyak, yang diulang masing-masing orang yang hendak kawin itu
berkehendak untuk berpoligami sesuai dengan hitungan itu. Misalnya, kamu
mengatakan kepada orang banyak: “bagikanlah wang 1000 ditham ini
misalnya dua ditham- dua dirham, tiga dirham-tiga dirham atau empat
ditham-empat dirham. Jika perkataan itu disebutkan dalam bentuk tunggal
(ifarod), maka tidak mempunyai arti, misalnya kamu mengatakan
“bagikanlah uang ini dua dirham”. Tetapi jika engkau mengatakan: “dua
ditham-dua dirham” maka maknanya berarti masing-masing mendapat dua

dirham saja, bukan empat dirham.

# Departemen Agama RI (1996), Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, CV. Toha
Putra Semarang, Semarang, hlm. 61.
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Jadi, menurut ayat ini kawin lebih dari empat itu adalah haram. Dan
mayoritas ulama ahli fiqih telah sepakat atas perkara tersebut. Sedangkan para
minoritas ahli figih menyatakan bahwa kawin sembilan itu boleh, karena
dalam ayat di atas dipergunakan “wawu” (dan) /Jam’i untuk
menggabungkannya, yakni 2+3+4=9.

Imam al-Qurtubi barkata: ketahuilah bahwa bilangan yang terdapat
pada ayat di atas mengindikasikan tidak boleh kawin lebih dari sembilan isteri,
sebagaimana pengertian yang jauh dari pengertian al-Quran dan al-Hadits
serta menentang terhadap apa yang telah menjadi kesepakatan mayoritas
ulama terdahulu, dengan beranggapan bahwa “wawu” disini adalah Zifjan:i.

Aku mengatakan bahwa : ijma’ ulama dalam menetapkan haram kawin
lebih dari empat. Masa mereka yang telah berijma’ itu telah berlalu, sebelum
datangnya orang-orang belakang yang banyak menyimpang itu. Oleh karena
itu, anggapan mareka ini sama sekali tidak berharga, bahkan menunjukkan

kebodohannya.”

3. Syarat-Syarat Poligami
a. Jumlah Isteri Dalam Poligami

Poligami tidak dibenarkan menikahi lebih dari empat isteri. Batas
maksimal ini menjadi batas sah dan tidaknya pernikahan bagi seseorang
yang ingin mengawini wanita yang nomor lima atau ke enam dan
seterusnya. Jika ada orang yang terlanjur menikahi wanita yang ke lima
atau ke enam dan seterusnya maka pernikahannya tidak sah dan mesti
dinasakh. Dalam poligami juga tidak boleh mengumpulkan saudara isteri
atau dengan bibi’nya dalam satu pernikahan.

Jumhur ulama termasuk termasuk pula di dalamnya para shabat
dan tabiin dan Ibn Abbas bahwa batas maksimal dalam poligami adalah
empat isteri, begitu pula pendapat Imam Malik. Pendapat tersebut juga
dikeluarkan oleh Imam Syafii, Ibn Katsir, dan Ibn Majah dalam kitab

sunannya dan hampir semua ulama klasik. Ada pula yang mengatakan

> Mw’ammal Hamidy dan Imron A. Mannan (1985), Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-
Shabuni, PT Bina Ilmu, Surabaya, cet. I, h. 361-363.
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bahwa poligami boleh dilakukan sampai sembilan orang, seperti pendapat
mayoritas madzhab Syiah. Sementara kalangan dhahiriyah berpendapat
boleh sampai delapan belas orang isteri.

Perbedaan ini muncul karena penafsiran kalimat “matsna wa tsulatsa
wa ruba’” dalam ayat 3 surat an-Nisaa. Menurut madzhab Syiah, kalimat

s 2

“matsna wa tsulatsa wa ruba’ > menunjukkan penjumlahan sehingga jika

ditambahkan hasilnya akan menjadi sembilan. Sedangkan bagi kelompok
Dhahiri delapan belas karena kata “wax” dalam kalimat tersebut
mempunyai arti “dikali” sehingga 2 x3 = 6,3 x4 =12+ 6 = 18. Dan
menurut jumhur benpendapat bahwa huruf “wan” dalam surat an-Nisaa
ayat 3 bermakna “ax” yang artinya “atau”,”® pendapat ini dikuatkan oleh
hadits Nabi:

Diriwiyatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada
Ghailan bin Umayyah ats-Tsaqafi yang telah masuk Islam sedang ia dalam

keadaan mempunyai 10 isteri, seraya beliau bersabda :
(@BJ\J}@M\}@J&\AHJJ) L)A)ﬁhné)&l.ﬂ)\ ‘:ﬂ.umi
“Tabanlah empat saja, dan pisablah sisanya” (HR. Malik, Nasai, dan

Daruqutni)

b. Dapat Berlaku Adil

Poligami dapat dilakukan dengan catatan berlaku adil. Batasan ini
tidak menjadi syarat sahnya perkawinan. Barang siapa yang mengawini
wanita sebagai isteri kedua, ketiga, keempat, sedang ia kkhawatir untuk
berbuat dzalim, maka perkawinannya tetap dipandang sah, hanya ia
berdosa jika benar-benar berbuat dzalim.

Jika suami kkhawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi
semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya
sanggup memenuhi hak-hak isterinya hanya tiga orang, maka ia haram

menikahi isteri untuk keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-

26 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani (tt), Tafsir Fath al-Qadir: al Jami’
Baina Fann al-Riwayah wa al-Diroyah, Libanon: Dar al-Ma’rifah, Jilid. 1, h. 532
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hak isterinya hanya dua orang, maka ia haram menikahi isteri untuk

ketiganya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammadan SAW yang

berbunyi:

Go 'z pluy e ) Lo ) Jsey JB: JE s ) e

Ladlis 4085 aa g Aaldl) o g ela Laalaa) ) Jlad (il el 4l cilS
(b )5 (bl 5 (2 5ill 5 2 5)a sl ol 5 )

“Dari Abn Hurairah RA. Sesungoubnya Nabi Mubammad SAW bersabda:
barang siapa yang mempunyai dua orang isters, lalu ia condang kepada salah
satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan babunya miring”. (Hadits
diriwayatkan oleh Abu Dawud, at Turmuzdi, an-Nasaai, dan Ibnu

Hibban).

Keadilan mutlak merupakan persoalan cinta dan memang tidak
akan dapat diwujudkan oleh manusia manapun. Prof. Dr. M. Quraish
Sihab membagi pengertian cinta atau suka menjadi dua bagian, yakni suka
yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan akal.
Obat pahit tidak disukai siapapun, ini berdasarkan perasaan setiap obat
yang sama akan disukai atau dicari dan diminum karena akal orang yang
sakit mendorongnya untuk menyukai obat itu walaupun pahit. Demikian
juga suka atau cinta dalam diri seseorang dapat berbeda. Yang tidak
mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka
berdasarkan perasaan. Sedangkan suka yang berdasarkan akal dapat
diusahakan manusia, yakni memperlakukan isteri dengan baik,
membiasakan diri untuk menerima segala kekurangan-kekurangannya,
memandang segala aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek
keburukannya atau kebaikannya saja. Ini yang dimaksud dengan cendrung
atau condong kepada yang kamu cintai dan jangan juga terlalu cendrung

mengabaikan iateri yang tidak seberapa kamu sayangi.

C. POLIGAMI DALAM HUKUM POSTIF DI INDONESIA
1. Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI
Salah satu payung hukum bagi praktik perkawinan di Indonesia adalah
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini
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adalah suatu hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang
memiliki kekuatan absolut yang berlaku bagi setiap warga Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Yang merupakan hasil dari sebuah unifikasi yang unuk yang
mengakomudir berbagai varian keagamaan yang berkeTuhanan Yang Maha
Esa.”’

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, KHI lebih merupakan upaya
kodifikasi dan unifikasi hukum fiqih dari berbagai mazhab yang menjadi acuan
semua hakim Peradilan Agama dalam memutuskan perkara. Hal itu dilakukan
karena adanya problem teknis yustisial Peradilan Agama, yakni kelangkaan
hukum materiil Islam secara positif yang dapat dijadikan rujukan bagi para
hakim.”® Menurut Marzuki Wahid, kebanyakan materi KHI ini banyak ditemukan
pula dalam UU No.1 Tahun 1974, UU No.22 Tahun 1946 tentang pencatatan
perkawinan jo UU No.32 Tahun 1954 dan PP No.9 Tahun 1975 tentang
perkawinan.”

Salah satu tema hukum yang dibahas dalam kedua peraturan di atas, yaitu
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI adalah masalah poligami atau
suami yang mempunyai isteri lebih dari satu. Dalam Undang-Undang No.1
Tahun 1974, tema hukum tersebut masuk dalam pembahasan BAB I mengenai
dasar perkawinan, tepatnya pada pasal 2 sampai 5, yaitu sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1), “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya
boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami’, Ayat (2), “Pengadilan dapat memberikan izin kepada
seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersanngkutan”.

Pasal 4 ayat (1), “Dalam hal secorang suami akan beristeri lebih dari seorang
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka
wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat
tinggalnya”. Ayat (2), “Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari
seorang apabila :

2" Hazairin (1975), Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
Tintamas, Jakarta, hlm. 5

* Rumadi & Marzuki Wahid (2001), Fikih Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum
Islam di Indonesia, LKIS Yogyakarta, Yogyakarta, cet. Ke-1, hlm. 188.

> Ibid., him. 195.

3% Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Dengan Kompolasi Hukum
Islam, Arkola, Surabaya, him. 6-7.
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a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang ister;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada
Pengadilan,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a). adanya persetujuan dari
isteri/isteri-isteri; b). adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka; c). adanya
jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak
mereka”.

Pasal 5 ayat (2) “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini
tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
petjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tema hukum
tersebut masuk dalam satu bab khusus yaitu bab IX pasal 55, 56, 57, 58, dan 59
yang memaparkan tentang pembahasan khusus beristeri lebih dari satu
(poligami). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Pasal 55 ayat (1) “Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan,

terbatas hanya sampai empat isteri”. Ayat (2) “Syarat utaama beristeri lebih

dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan

anak-anaknya”. Ayat (3) “Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2)

tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang”.

Pasal 56 ayat (1) “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus

mendapat izin dari Pengadilan Agama”. Ayat (2) “Pengajuan permohonan

Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana

diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975”. Ayat (3)

“Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat

tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum?”.

Pasal 57 “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang

suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istert;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Pasal 58 ayat (1) “Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2)
maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi
syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun
1974 tet\ntang perkawinan”, yaitu : a). adanya pesetujuan isteri; b). adanya
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kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan
anak-anak mereka”. Ayat (2) “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal
41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri
atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi
sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan
persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama”. Ayat (3),
“Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau
apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang kurangnya 2
tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim”.

Pasal 59, “Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan
permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas
salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan
Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin setelah memeriksa dan
mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama,
dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding

295 31
atau kasasi”.

Dalam paparan pasal demi pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa
peraturan poligami yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan tidak ada perpedaan yang signifikan dengan yang ada di
dalam KHI. Keduanya mengatur tentang mekanisme tata cara bagaimana agar
poligami diakui oleh hukum, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak
mengatur perihal tentang bagaimana sikap Pengadilan terhadap isteri yang tidak
mau memberikan ijin, sedangkan suami ingin sekali menikah lagi (poligami),

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

2. Konsep Adil Berpoligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

dan KHI

Mengenai pembahsan “adil” dalam berpoligami mendapat tempat
tersendiri dalam pembahasan kedua peraturan tersebut, yaitu Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Adalah pasal 5 ayat (1 c) yang menegaskan bahwa

suami yang hendak mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristeri

3! Undang-Undang Pekawinan di Indonesia, Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam,
hlm. 196-197
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lebih dari satu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
isteri/isteri-isteri dan anak-anaknya.”

Terkait dengan itu, isteri yang hendak dipoligami diberi hak privasi untuk
mengatakan setuju atau tidak berdasarkan penilain isteri akan kesanggupan sang
suami dapat berlaku adil. Jika sekiranya sang suami tidak dapat berlaku adil, maka
si-isteri  boleh mengemukakan penolakannya, dan sidanglah yang akan
memutuskan apakah permohonan sang suami akan dikabulkan atau ditolak.

Ketika sang suami mengajukan kepada Pengadilan, kedua peraturan
tersebut juga meminta suatu indikasi logis yang menjamin adanya kemampuan
suami dalam hal nafkah lahir/materi, agar jika dikabulkan, suami benar-benar
sudah siap materi, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Hal ini
sejalan dengan dengan yang tercantum di dalam pasal 41 ¢ Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, yaitu : a. Surat keterngan mengenai penghasilan sang suami
yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau b. Surat Pengahasilan,
atau c. Surat Keterngan lain yang dapatt diterima oleh pengadilan.

Jadi mengenai persoalan natkah materi ini pihak pengadilan dapat
menilai apakah suami tersebut layak beristeri lagi atau tidak. Sedangkan untuk
keadilan secara keseluruhan meliputi juga kecondongan hati dalam membagi
hak-hak isteri-isteri dan anak-anaknya, sang suami harus mengemukakan suatu
persyaratan atau janji di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975, yaitu: “ada atau tidaknya bahwa jaminan suami akan berlaku
adil terhadap isteri-/isteri-isteri dan anak-anaknya dengan pernyataan atau janji
dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu”.

Dalam KHI juga diatur bagaimana mekanisme agar suami dikabulkan
permohonannya.salah satu yang ditegaskan dalam KHI adalah menjadikan adil
sebagai syarat utama diterima atau tidaknya permohonan tersebut, sebagaimana
yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2), dan juga adanya kepastian bahwa suami
mampu menjamin keperluan hidup isteti/isteri-isteri dan anak-anaknya, sebagai

antisipasi agar tidak menjadi kedlaliman.

23.

32K, Wantjik Saleh (1978), Hukum Pekawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.
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D. KESIMPULAN

Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3)
kelompok, yaitu: Pertama, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak. Kedua,
mereka yang melarang poligami secara mutlak. Keszga, mereka yang membolehkan
poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan
pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana
ditegaskan di dalam al-Qur’an Surat Al-Nisa ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta
historis bahwa Rasulullah SAW melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka
poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh
Rasulullah.

Adapun kelompok yang menolak atau menentang poligami berpendapat
bahwa sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami dati pada berpoligami.
Nabi setia monogami di tengah-tengah masyarakat yang menggangap poligami adalah
lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama isteri tunggalnya, Khadijah binti
Khuwalid RA, berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian dua tahun sepeninggal
Khadijah Nabi berpoligami. Itupun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa
hidup beliau. Pada kasus poligami, Nabi sedang mengejawantahkan surat an-Nisa
ayat 2-3 mengenai pertlindungan terhadap janda yang ditinggal mati oleh suaminya
yang berjihad di jalan Allah serta anak-anak yatim.

Selaras dengan hal di atas, undang-undang hukum positif yang berlaku di
Indonesia tidak jauh berbeda dengan hukum Islam, karena mayoritas di Indonesia
berpenduduk muslim. Namun, memiliki syarat yang sangat berat sebagaimana yang
dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1), “Dalam hal
seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3
ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan
di daerah tempat tinggalnya”. Ayat (2), “Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini hanya memberikan ijin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari
seorang apabila : a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri; b.
Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c.

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
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